METADATA

0. KONTAK
0.1. Penyelenggara Statistik Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat "~ JI. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon 1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksmili -
0.5. Alamat Email ~ bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nama Data
Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Status Update
Agustus 2024

Dasar Hukum/Ketentuan

Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sebagaimana ketentuan Bl yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan
strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna
mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.

Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai
Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan
statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

Kerahasiaan

Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei)
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4
Tahun 2023 Pasal 14.
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e Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga
publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan
informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan
peraturan yang berlaku.

1.5.  Manajemen Kualitas
e Bank Indonesia secara berkala melakukan review untuk mengidentifikasi langkah
yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.

e Bank Indonesia menetapkan Advance Release Calendar (ARC) yang merupakan
sarana bagi manajemen untuk mengontrol timeliness statistik yang dipublikasikan

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang
memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data
Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi UMKM mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan
Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

e Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

e Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

e Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian




baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang

memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Cakupan data
Data Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

1.

Kredit kepada Usaha Mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Rl No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu:

a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

. Kredit kepada Usaha Kecil adalah pemberian kredit kepada debitur usaha kecil yang

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Rl

No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu:

a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.  Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).




3. Kredit kepada Usaha Menengah adalah pemberian kredit kepada debitur usaha
menengah yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Rl No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Menengah, yaitu:

a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b.  Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).

Termasuk dalam kredit UMKM tersebut adalah kredit dengan penjaminan tertentu:

Kredit Dengan Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin
dengan kriteria tertentu, sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha

Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi

kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan
tambahan belum cukup. Agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan
plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dapat
diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR. Penyaluran
KUR oleh Penyalur KUR (lembaga keuangan atau koperasi) dapat menggunakan pola

linkage yaitu secara channeling atau executing.




Sumber dana KUR adalah 100% (seratus persen) berasal dari dana Bank Pelaksana.
Seluruh KUR yang diberikan oleh bank dengan prinsip konvensional dan syariah, baik
dalam bentuk penyaluran langsung dari bank pelaksana KUR maupun melalui
lembaga linkage.

Data kredit UMKM disajikan dengan berbagai variasi (tidak termasuk data BPR),
antara lain: Kredit UMKM per lapangan usaha, kredit UMKM per jenis penggunaan
(Modal kerja dan Investasi) dan kredit UMKM berdasarkan skala usaha: Mikro, Kecil
dan Menengah. Sementara data kredit dengan penjaminan tertentu disajikan atas
dasar (tidak termasuk data BPR) skala usaha.

2.3. Satuan Pengukuran
e Satuan: Juta

e Valuta: Rupiah
2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Data disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dengan
penyaluran kredit UMKM mengecualikan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian
Bulanan.
5.2. Kekinian dan ketepatan waktu
6 minggu setelah akhir bulan laporan (web).

7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).




5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun
sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk
mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan pada publikasi
berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

5.6. Format Diseminasi
Data disajikan dalam format excel dan pdf.
5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).
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